
d. Undang-Undang __.

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial,
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang,Peraturan Pemerintah Nornor26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
dan Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2013, maka
perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang
WilayahKabupaten;

Undang-undangditetapkannyadenganc. bahwa

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat,
maka Rencana Tata Ruang Wilayahmerupakan araban

lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan
pemerintah, masyarakat, dan Iatau dunia usaha;

a. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang
wilayah secara berdaya guna, berhasil guna serasi,
selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

pertahanan kemanan, berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 perlu disusun Rencana Tata Ruang
Wilayah;

Menimbang

BUPATI KUTAI TIMUR,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2015 - 2035

TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR1TAHUN2016

PROVINSIKALIMANTANTIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR



5. Peraturan Pemerintah ...

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau,Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur
dan KotaBontang (LembaranNegaraTabun 1999Nomor

175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang­
Undang Nomor 47 Tabun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran NegaraNomor3962);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
68,Tambahan Lembaran NegaraNomor4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor5679);

Mengingat

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kutai Timur dengan Peraturan Daerah;

sebagaimanaf. bahwa berdasarkan pertimbangan

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2013 Tentang

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;

d. Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2011 Tentang

Informasi Geospasial;
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4. Pemerintah ...

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Kutai Timur.

Pasal 1

BABI

KETENTUANUMUM

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

KABUPATENKUTAITIMUR
dan

BUPATIKUTAlTIMUR

MEMUTUSKAN:

PERATURANDAERAHTENTANGRENCANATATARUANG
WILAYAHKABUPATENKUTAlTIMURTAHUN2015-2035.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor 718/Menhut-II/2014 ten tang Kawasan Hutan
Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4833);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5103);
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13. Pemanfaatan ...

pelaksanaan

ruang dan

tujuan penataan ruang melalui

perencanaan tata ruang, pemanfaatan

pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan,

ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam

bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia

dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan

memelihara kelangsungan kehidu pannya.

6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata

ruang.

8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana

yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial

ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki

hubungan fungsional.

9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam

suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk

fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi

budidaya.

10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang

meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan

pengawasan penataan ruang.

12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian
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21. KawasanStrategis ...

20. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

19.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

--.

13.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan

struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana
tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan

programbeserta pembiayaannya.

14.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana
tata ruang yang telah ditetapkan.

15.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geografisbeserta segenap unsur terkait yang batas dan

sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif
darr/atau aspek fungsional.

16.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budidaya.

17.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan

dengan fungsi utama melindungikelestarian lingkungan
hidup yang mencakup sumberdaya alam dan
sumberdaya buatan.

18.Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar
kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya
manusia dan sumberdaya buatan.
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29. Desa ...

28.Kecamatan adalah wilayah kerja Kepala Kecamatan
sebagaiperangkat daerah Kabupaten.

26. Pusat Pelayanan Kawasanyang selanjutnya disebut PPK
adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayanikegiatan skala Kecamatanatau beberapa desa.

27. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut
PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk
melayanikegiatan skala antar desa.

24. Pusat KegiatanWilayahyang selanjutnya disingkat PKW
adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai

pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi
yangmelayanibeberapa kabupaten.

25. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL
adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa
Kecamatan.

22.Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang

ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk
kepentingan pertahanan;

23.Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mernpunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten /
kota terhadap ekonorni, sosial, budaya dan / atau
lingkungan.

21. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh sangat penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan

negara.ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan,
termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan
dunia.
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36. Sistem ...

34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi
segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapan-nya yang diperuntukkan bagi lalu lintas,
yang berada pada permukaan tanah,di atas permukaan

tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta
di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan
lori, dan jalan kabel.

35. Sistemjaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan
jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan
sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam
hubungan hierarki.

33. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang
selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat
ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Timur dan
mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam
koordinasi penataan ruang di daerah.

32. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat
dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruangdan
pengendalian pemanfaatan ruang.

,_

30. Orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi.

31.Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompokorang
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan /
atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam
penyelenggaraan penataan ruang.

29. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada
di daerah Kabupaten/Kota.
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BAB II ...

37.Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan
rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan

jasa untuk pengembangan semua wilayah
di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua
simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat

kegiatan sebagaiberikut:

a. rnenghubungkan secara menerus pusat kegiatan
nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan
lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan;dan

b. menghubungkan antarpusat kegiatannasional.

38.Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaterr/ Kota dan
pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat
di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan
secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi
primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua,
fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

39.Sistem Jaringan Prasarana Utama merupakan
Infrastruktur utama kabupaten KutaiTimur

40.Sistem Jaringan Prasarana Lainnya merupakan
Infrastruktur pendukung utama yang dibutuhkan
KabupatenKutaiTimur.

41.Distribusi Minyak dan Gas Bumi direncanakan
menggunakan tranportasi darat maupun laut.

36.Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada
Rencana Tata Ruang Wilayah dan dengan
memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/ atau

dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.
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e. Pemanfaatan ...

yang ramah lingkungan;

kawasanc. pengelolaan dan pengembangan
pertambangan yang ramah lingkungan;

d. pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan

BagianKedua
KebijakanPenataan Ruang

Pasa13
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, disusun
kebijakan penataan ruang Kabupaten.

(2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kutai Timur,
terdiri atas:
a. pemanfaatan sumber daya yang dimiliki

secarabertanggung jawab untuk memenuhi
kebutuhan pembangunan wilayah dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat Kutai Tirnur;
b. pemanfaatan potensi-potensi agribisnis secara

optimal sebagai salah satu sektor utama
pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan
kesejahteraan seluruh masyarakat Kutai Timur;

-

Penataan ruang Kabupaten Kutai Timur bertujuan
mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur yang
berkualitas, serasi dan optimal menuju Kutai TimurMandiri

bertumpu pada pembangunan agribisnis yang
mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan
kemampuan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaatan
dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan RuangWilayah
Pasa12
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a. mengoptimalkan rencana pemanfaatan dan

pengembangan sumber daya yang ada secara

terintegrasi dan memperhatikan kebutuhan

pembangunan serta daya dukung lingkungan; dan

b. Meningkatan ...

(2) Strategi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan

pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada

Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

(1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang

sebagaimana dimaksud pad a Pasal 3 ayat (2), disusun

strategi penataan ruang.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasa14

i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan

dan keamanan Negara.

perkotaan dan perdesaan yang optimal;

g. pengembangan prasarana wilayah yang ditujukan

untuk peningkatan kualitas dan jangkauan

pelayanan jarmgan prasarana transportasi,

telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang

terpadu dan merata di seluruh wilayah;

h. pengembangan pola ruang wilayah yang optimal

yang mendukung terciptanya kemandirian wilayah

disertai upaya terciptanya pemanfaatan lahan yang

berwawasan lingkungan; dan

permukimanpusatsistemf. pengembangan

e. pemantapan dan pengendalian kawasan lindung

sebagai bagian dari pemeliharaan dan perwujudan

kelestarian fungsi lingkungan hidup;
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c. Menetapkan ...

(4) Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan
pertambangan yang ramah lingkungan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (2)huruf c terdiri atas:

a. mengoptimalkan lahan yang sesuai untuk
pengembangan sektor pertambangan;

b. menciptakan mekanisme pengelolaan kawasan
pertambangan yang berwawasan lingkungan yang
melibatkan sinergitas dan integrasi antara
pemerintah, masyarakat dan swasta;

pengembanganagribisnis wilayah secara terintegrasi
dan memperhatikan kebutuhan pembangunan serta
daya dukung lingkungan;

b. meningkatkan seluruh potensi masyarakat yang ada

dalam melakukan pembangunan dan
pengembangan agribisnis wilayah sebagai upaya
optimal pelibatan masyarakat serta peningkatan

kesejahteraan masyarakat; dan
c. menetapkan dan melakukan pembangunan kawasan

agribisnis di lokasi yang mendukung pemanfaatan
sumberdaya yang sesuai serta mendukung
terciptanya optimalisasi sistem koleksi dan
distribusi.

--...

danpemanfaatanrencanaa. mengoptimalkan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(3) Strategi pemanfaatan potensi-potensi agribisnis secara
optimal sebagai salah satu sektor utama pembangunan

Wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan
seluruh masyarakat Kutai Timur sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (2)huruf b terdiri atas:

b. meningkatkan keterlibatan seluruh potensi

masyarakat yang ada dalam melakukan

pembangunan dan pengembangan sumber daya

sebagai upaya optimal pelibatan masyarakat serta
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e. Menetapkan ...

d. menetapkan peraturan tentang mekanisrne
pengelolaan Potensi Kehutanan yang berwawasan
lingkungan;

melibatkan sinergitas dan integrasi antara
pemerintah, masyarakat dan swasta;

mekanisme pengelolaan potensi
berwawasan lingkungan, serta

c. menciptakan
hutan yang

b. mengembangkanpotensi-potensi sektor kehutanan
yang dapat dikembangkan untuk pernbangunan
wilayah kabupaten serta peningkatan
kesejahteraan seluruh masyarakat;

-...

a. menetapkan batasan kawasan hutan berdasarkan
fungsinya melalui peraturan yang jelas dan diakui
secara nasional;

berwawasanlingkungan;

d. menetapkan aturan dalam pengelolaan kawasan
pertambangan yang dapat menjamin terjaganya
kondisi lingkungan hidup kabupaten, baik selama

masa penambangan maupun pasca penambangan;

e. menetapkan aturan dan mekanisme yang dapat
menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan
masyarakat di sekitar lokasi dan juga peningkatan
perekonomian Wilayah Kabupaten secara
keseluruhan; dan

f. menetapkan aturan dan mekanisme pengelolaan
kawasan pertambangan yang dapat menjamin
keikutsertaanZketerlibatan masyarakat sekitar
dalam usaha pertambangan yang bersangkutan.

(5) Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan

hutan yang ramah lingkungan sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2)huruf d, terdiri atas:

yangpertambangan
mekanismetentangperaturan

kawasan
c. menetapkan

pengelolaan
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d. menetapkan aturan yang jelas terkait keberadaan
masyarakat yang selama ini tinggal di dalam
kawasan lindung dalam upaya tetap menjaga
eksistensi masyarakat yang ada disertai upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang

bersangkutan tanpa mengganggu fungsi lindung
dari kawasan yang bersangkutan;

e. melakukan rehabilitasi terhadap kawasan lindung
yang sudah rusak;

f. mengembalikan fungsi kawasan lindung kefungsi
semula terutama karena adanya penggunaan lahan
budidaya di dalam kawasan lindung.

g.Melakukan ...

e. menetapkan aturan dan mekanisme yang dapat
menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan

masyarakat di sekitar lokasi dan juga peningkatan
perekonomian Wilayah Kabupaten secara

keseluruhan; dan

f. menetapkan aturan dan mekanisme pengelolaan
potensi kehutanan yang dapat menjamin

keikutsertaan/keterlibatan masyarakat sekitar.

(6) Strategi pemantapan dan pengendalian kawasan
lindung sebagai bagian dari pemeliharaan dan
perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2)huruf e
terdiri atas:
a. menetapkan batasan kawasan lindung melalui

peraturan yangjelas dan diakui secara nasional;

b. menetapkan Peraturan tentang mekanisme
pengelolaan kawasan lindung yang dapat
melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat;

c. menetapkan aturan dan mekanisme sanksi yang
jelas terhadap setiap jenis pelanggaran terhadap
fungsi kawasan lindung;
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b. merencanakan dan menentukan jangkauan
pelayanan dari setiap pusat-pusat kegiatan dengan
menempatkan fasilitas pelayanan umum yang

disesuaikan dengan jenis dan skala pelayanan dari
setiap pusat kegiatan.

(8) Strategi pengembangan prasarana wilayah yang
ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan
pelayanan jaringan prasarana transportasi,
telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang
terpadu dan merata di seluruh wilayah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (2)huruf g, terdiri atas:

a. Mengembangkan...

k. menyediakan informasi yang bersifat terbuka

kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan
lindung dan kawasan budidaya, serta syarat-syarat
pelaksanaan kegiatan budidaya di dalam kawasan

lindung.

(7) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman
perkotaan dan perdesaan yang optimal sebagaimana
dirnaksud dalam pasal3 ayat (2)huruf f, terdiri atas:
a. mengembangkan pusat-pusat kegiatan dengan

menentukan fungsi untuk setiap pusat-pusat
kegiatan tersebut sesuai dengan potensi dan posisi
strategis yang dimilikinya;dan

g. melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan
HTI, HPH dan pertambangan yang terdapat

di dalam kawasan lindung;

h. mempertegas syarat minimal 300/0 (tiga puluh
persen) dari Daerah Aliran Sungai (DAS), pada
proporsi kawasan yang merupakan bagian wilayah

DASterkait;

1. mempertahankan hutan lindung dan Taman
NasionalKutai sebagaikawasan lindung;

J. melakukan pembagian Taman Nasional Kutai
menjadi beberapa zonasi untuk memudahkan
pemeliharaan, pemantauan , dan pemeliharaan;

dan
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h. Meningkatkan ...

b. mengembangkan pembangunan beberapa jaringan

jalan regional prioritas untuk mendukung sistem
jaringan jalan;

c. menegaskan fungsi tiap segmen ruas jalan
terutama fungsi primer dan sekunder di wilayah
Kabupaten Kutai Timur untuk membagi
tanggungjawab pemeliharaan antara pendanaan
pusat, Provinsi,atau Kabupaten;

d. melakukan pembangunan jalan baru serta
peningkatan fungsi serta kondisi jaringan jalan
yang menghubungkan antara pusat-pusat produksi

dengan kota-kota sekitamya;
e. mengembangkan terminal angkutan darat di pusat

kegiatan serta kawasan dan mengusahakan
keterpaduan pelayanan transportasi antar moda,
seperti angkutan darat, laut serta sungai;

f. mengembangkan kualitas pelayanan angkutan
umum yang melayani pergerakan di dalam dan
antar kawasan terutama pengoperasian angkutan
umum yang diarahkan secara terintegrasi dengan
moda angkutan lainnya baik dengan angkutan
laut, angkutan udara maupun dengan angkutan
darat lainnya;

g. meningkatkan fungsi dan peranan pelabuhan baik

sebagai pelabuhan ekspor maupun pelabuhan
penumpang dan barang; dan

a. mengembangkan konsep sistem jaringan jalan
dengan mengintegrasikan jaringan jalan fungsi
arteri/kolektor primer dengan jaringan jalan baru

yang akan dikembangkan (arteri/kolektor primer
maupun arteri/kolektor sekunder), sehingga dapat
memperlancar arus antar pusat kegiatan dengan

kawasan;
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d. Turut serta ...

c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam

dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan

keamanan; dan

pertahanan dankhususdisekitarkawasan

keamanan;

b. mengembangkan kawasan lindun g dan Iatau
kawasan budidaya tidak terbangun

a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional

dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

pertahanan dan keamanan negara sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 ayat (2)huruf i terdiri atas:

untukkawasanfungsipeningkatan(10) Strategi

c. menyusun perencanaan pembangunan dan

pengembangan kegiatan-kegiatan di kawasan

budidaya yang dimaksudkan untuk pengembangan

perekonomian wilayah serta peningkatan

kesejahteraan seluruh masyarakat; dan

d. menetapkan aturan untuk mendorong keterlibatan

swasta dan masyarakat ikut serta dalam

pembangunan kegiatan di kawasan budidaya.

h. meningkatkan fungsi dan kelas bandara serta

penegasan kembali penggunaan bandara yang

telah ada.

(9) Strategi pengembangan pola ruang wilayah yang

optimal yang mendukung terciptanya kemandirian

wilayah disertai upaya terciptanya pemanfaatan lahan

yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 ayat (2)huruf h, terdiri atas:

a. menetapkan fungsi kawasan lindung dan kawasan

budidaya;

b. memberikan arahan pengembangan fungsi-fungsi

budidaya di lokasi yang sesuai dengan potensi

serta daya dukung lingkungannya;

16



(2) Pusat Kegiatan Wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdapat di Kota Sangatta Kecamatan
Sangatta Selatan dan Kecarnatan Sangatta Utara.

(3) Pusat Kegiatan Lokal sebagairnana dirnaksud pada ayat
(1)huruf b,terdiri atas:

a. Sangkulirang di Kecarnatan Sangkulirang;
b. Muara Wahau di Kecamatan Muara Wahau; dan
c. Muara Bengkal di Kecamatan Muara Bengkal.

(4)Pusat Pelayanan ...

a. PKW;
b. PKL;
c. PPK;dan
d. PPL.

Bagian Kedua

Pusat-pusat Kegiatan

Pasa16

(1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Kutai
Timur sebagaimana dimaksud dalarn Pasal5ayat (1)
huruf a, terdiri atas:

(1) Rencana struktur ruang Kabupaten Kutai Timur

meliputi:
a. pusat-pusat kegiatan;
b. sistemjaringan prasarana utama; dan
c. sisternjaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalarn peta
dengan tingkat ketelitian 1:50.000.

Bagian Kesatu
Umurn
Pasal5

BABIII
RENCANASTRUKTURRUANGWILAYAH

d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset

pertahanan dan kearnanan Negara.
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Paragraf 1 ...

a. sistem jaringan transportasi darat;

b. sistem jaringan transportasi laut;

c. sistemjaringan transportasi udara; dan

d. sistem jaringan Perkeretapian.

(2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
1:50.000.

(1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada
di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1)huruf b, terdiri atas:

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

(4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. Bengalon di Kecamatan Bengalon; dan

b. Kaliorang di Kecamatan Kaliorang.

(5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagairnana dimaksud

pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. Karangan di Kecamatan Karangan;

b. Muara Ancalong di Kecamatan Muara Ancalong;

c. Busang di Kecamatan Busang;

d. Kongbeng di Kecamatan Kongbeng;

e. Teluk Pandan di Kecamatan Teluk Pandan;

f. Rantau Pulung diKecamatan Rantau Pulung;
g. Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar;
h. Sandaran di Kecamatan Sandaran;
i. LongMesangat di Kecamatan LongMesangat;
J. Telen diKecamatan Telen; dan
k. Kaubun di Kecarnatan Kaubun.

18



PasalS
(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. jaringan jalan;

b. jaringan prasarana lalulintas;

c. jaringan pelayanan lalulintas; dan

d. jaringan sungai.

(2) Jaringan jalan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

huruf a.terdiri atas:
a. rencanajalan tol Balikpapan - Samarinda - Bontang

- Sangatta - Maloy;
b. jaringan jalan arteri primer, terdiri atas:

1. ruas jalan Bontang - Sangatta;
2. ruas jalan Sangatta - Sp. Perdau;

3. ruas jalan Sp. Perdau - Muara Lembak;
4. mas jalan Muara Lembak-Pelabuhan Ronggang

(Sangkulirang);
5. ruasjalan Sp. 3 Sangkulirang-Pelabuhan Maloy;
6. ruasjalan Sp. Perdau - Batu Ampar;
7. ruas jalan Batu Ampar - Sp. 3 Muara Wahau;

dan
S. ruasjalan Sp. 3 Muara Wahau - Kelay (KM.100

- Muara WahaujPDC).
c. jaringan jalan kolektor primer nasional (K-l), yaitu

Jalan YosSudarso (Sangatta);
d. jaringan jalan kolektor primer provinsi (K-2),terdiri

atas:
1. ruas jalan Sebulu - Muara Bengkal;

2. ruas jalan Muara Bengkal - Sp. Batu Ampar;
dan

e. ruas jalan Sangkulirang - Talisayan.

f. J aringan jalan ...

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
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c. Terminalbarang ...

f. jaringan jalan kolektor primer provinsi (K-3),terdiri

atas:
1. ruas jalan Sp. 3 jalan HTI Muara Bengkal -

Muara Ancalong;dan
2. ruas jalan Muara Ancalong- Tabang (Kab.Kutai

Kartanegara).

g. jaringan jalan kolektor primer kabupaten (K-4),

terdiri atas:
1. ruas jalan Sp. Batu Ampar - Rantau Pulung -

Sangatta;
2. ruasjalan Sp. 4 Kaliorang- Sangkulirang;
3. ruas jalan Pelawan - Karangan;
4. ruas jalan Pelawan- Sandaran;
5. ruas jalan Tabangan Lebak-Bengalon

Karangan;
6. ruas jalan Sp. 4 Kaliorang- Maloy;
7. ruas jalan Muara Bengkal - Busang;
8. ruas jalan Bengalon - Kawasan Industri (Dusun

Muaramaan); dan
9. ruas jalan RingRoad IISangatta;
10.ruas jalan Sangatta - Rantau Pulung; dan
11.ruas jalan Manubar - Tanjung Mangkalihat.

h. jaringan jalan lokal primer Kabupaten, rneliputi
seluruh ruas jalan yang menghubungkan antar
desadan ruas jalan di dalam kawasan perkotaan
ibukota Kecamatan.

i. jaringan jalan khusus pertambangan, terdiri atas:
1. ruas jalan khusus pertambangan di sekitar

rencana rel kereta api selebar 100meter;
2. ruas jalan khusus pertambangan berupa jalan

tanah selebar 200 meter.
(3) Jaringan prasarana lalulintas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)huruf b,terdiri atas:
a. terminal tipe B di Sangatta Kecamatan Sangatta

Utara;

b. terminal tipe C, yaitu di Sangkulirang Kecamatan
Sangkulirang; dan
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Pasal9
(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)huruf b, terdiri atas:
a. Tatanan kepelabuhanan ...

Paragraf 2
Sistem Jaringan TransportasiLaut

c. alur pelayaran sungai, yaitu Muara Wahau - Muara
Kaman (Kabupaten Kutai Kartanegara).

c. terminal barang, yaitu di Kaliorang sebagai
dukungan prasarana untuk KawasanMaloy.

(4) Jaringan pelayanan lalulintas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c meliputi trayek angkutan
penumpang, terdiri atas:
a. Sangatta - Sangkulirang;

b. Sangatta - Bengalon;

c. Sangatta - Muara Wahau;

d. Sangkulirang - Kaliorang- Maloy;

e. Sangkulirang - Muara Wahau;

f. Muara Wahau - Batu Ampar;

g. Muara Wahau - Muara Bengkal;

h. Muara Bengkal- Muara Ancalong;dan

i. Muara Bengkal - Batu Ampar - Rantau Pulung -

Sangatta.

(5) Jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)huruf d terdiri atas:

a. pelabuhan sungai, yaitu pelabuhan Muara Wahau
di Kecamatan Muara Wahau, Pelabuhan Sungai
di Kecamatan Busang dan Pelabuhan Sungai
di Desa Susuk;

b. pelabuhan penyeberangan, yaitu pelabuhan
penyeberangan Sangkulirang di Desa Sakka;
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a. Bandar udara sekunder ...

Paragraf3

SistemJaringan Transportasi Udara

Pasa110

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)huruf c, terdiri atas:

a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.

(2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a yaitu, terdiri atas:

c. Sangatta - Pare-pare (SulawesiSelatan) PP;

d. Sangatta - Samarinda - Balikpapan PP;dan

e. Sangatta - Tanjung Redeb - Makassar (Sulawesi
Selatan] PP.

a. Sangatta - Barru - Majene(SulawesiSelatan) PP;

b. Sangatta - TanjungRedebPP;

(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, yaitu alur pelayaran barang dan penumpang
yang terdiri atas:

c. pelabuhanj terminal khusus, yaitu terminal untuk
usaha pokok tertentu.

b. pelabuhan Pengumpul, yaitu Pelabuhan

Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang dan
Pelabuhan Sangatta Kecamatan Sangatta Utara;
dan

(2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada

ayat 1huruf (a)terdiriatas:

a. pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Maloy

di KecamatanKaliorang;

a. tatanan kepelabuhanan; dan

b. alur pelayaran.
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a. Jalur kereta api ...

(2)Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas:

b. stasiun kereta api.

a. jalur kereta api; dan

(1) Sistemjaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1)huruf d.terdiri atas:

Pasal 11

Paragraf4

SistemJaringan Perkeretaapian

a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan transit;
d. kawasan di bawah pemukaan horizontal dalam;
e. kawasan di bawah permukaan permukaan kerucut;

dan
f. kawasan di bawah permukaan horizontalluar.

(4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana
di maksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kawasan
KeselamatanOperasi Penerbangan (KKOP)yang meliputi:

a. bandar udara sekunder, yaitu pengembangan bandar
udara Sangatta di Sangkima Kecamatan Sangatta

Selatan dan Bandara Udara Maloy di Kecamatan
Kaliorang;

b. bandar udara tersier, yaitu pembangunan bandar
udara Miaudi KecamatanKongbeng;dan

c. bandar udara khusus, yaitu bandar udara Tanjung
Bara.

(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
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a. Pembangkit tenaga listrik ...

(1)Sistem jaringan energi dan Ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri
atas:

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan

Pasal13

d. sistern prasarana pengelolaan lingkungan.

a. sistemjaringan energi dan Ketenagalistrikan;

b. sisternjaringan telekomunikasi;

e. sistem jaringan sumberdaya air; dan

Sistemjaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1)huruf c, terdiri atas:

Pasal12

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

b. jalur kereta api provinsi, meliputi jalur kereta api

Tabang - Lubuk Tutung - Muara Wahau.

(3)Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, yaitu stasiun kereta api besardi Kota
Sangatta dan stasiun kereta api keeil di Kecamatan
Muara Bengkal.

a. jalur kereta api nasional meliputi jalur kereta api

Kalimantan Selatan - Kuaro - LongKali - Penajam -
8alikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta -

Muara Wahau - Muara Lesan - Tanjung Redeb -
Tanjung Batu - Tanah Kuning - Tanjung Selor -

Kerang Agung - Sesayap - Tidung Pale - Malinau -
Mensalong- Pembeliangan - Salang - Simanggaris -

Batas Negara;dan
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c. Jaringan distribusi ...

b. jaringantransmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra
Tinggi(SUTET)Bontang - Sangatta yang berasal dari
PLTUKaltim dan Jaringan transmisi Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUIT)di Sangatta - Maloy,Muara
Wahau - Sangatta serta Sarnarinda - Sebulu - Muara
Bengkal.

a. Gardu Induk (GI) Sangatta di Kota Sangatta,
Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang,Muara
Bengkal dan Muara Wahau di Kecamatan Muara
Wahau;

c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

di Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau dan
Muara Bengkaldi Kecamatan Muara Bengkal;dan

d. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) tersebar pada kampung-kampung, daerah
tertinggal dan daerah terpencil.

e. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Potensil yaitu di lokasi Desa Baay di Kecamatan
Karangan.

(3) Jaringan prasarana energi dan ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
atas:

(2)Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)huruf a, terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)di kota

Sangatta dan Sangkulirang di Kecamatan
Sangkulirang;

b. Pembangunan Pembangkit ListrikTenagaUap (PLTU)

Sangatta di Kota Sangatta dan PLTUMulut Tambang
di Muara Wahau Kecamatan MuaraWahau;

c. jaringan distribusi bahan bakar minyak dan gas

bumi.

b. jaringan prasarana energi; dan

a. pembangkit tenaga listrik;
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a. WilayahSungai (WS);...

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 12huruf c, terdiri atas:

Paragraf3

SistemJaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

Paragraf2

SistemJaringan Telekornunikasi

Pasal 14
(1) Sisternjaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud

dalarn Pasal 12huruf b, terdiri atas:

a. jaringan kabel;

b. jaringan nirkabel;

c. jaringan satelit; dan

(2) Jaringan kabel sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

huruf a, yaitu pernbangunan jaringan kabel di Kota
Sangatta dan Sangkulirangdi Kecamatan Sangkulirang
dengan kapasitas 2.232 SST.

(3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, yaitu terdapat di seluruh Kecamatan
rnenggunakan jaringan tower BTS (Base Transceiver
Station) yang digunakan secara bersama menjangkau
ke pelosokperdesaan.

(4) Jaringan satelit sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

huruf c, yaitu daerah terpencil di seluruh Kecarnatan.

c. Jaringan distribusi listrik ke pelanggan.

(4) Jaringan distribusi bahan bakar rninyakdan gas burni
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c, berupa

depo bahan bakar rninyak dan gas bumi dan Kota
Sarnarinda hingga kota Sangatta, Sangkulirang

di Kecamatan Sangkulirang, dan Muara Wahau
di KecarnatanMuaraWahau.
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1. D1KaliorangKecamatan Kaliorang;

2. DISelangkau Kecamatan Kaliorang;dan

3. DJSepasoKecamatan Bengalon.

b. Diyang menjadi kewenangan ..,

a. Dr yang rnenjadi kewenangan Pemerintah Provinsi,
terdiri atas:

(6) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
meliputi:

(4) DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

yaitu DASSandaran, DASKembalun, DASSemberang,
DAS Manubara, DAS Marukang, DAS Susuk, DAS
Kerjaan, DASKarangan, DASRapak, DASKolek, DAS
Mangenay, DAS Kaliorang, DAS Selangkau, DAS
Sekerat, DASSekurau, DASBengalon, DASBulu, DAS
Lipat, DASSengata Baru, dan DASBenumuda.

(5) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
yaitu CATSamarinda - Bontang, CATSumbang, CAT

Muara Karangan, dan CATSendawar.

(2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya
air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber
daya air, dan pengendalian daya rusak air.

(3) WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu
WS Karangan yang merupakan WS lintas Kabupaten /
Kota.

g. sistem pengamanan abrasi pantai.

f. sistem pengendalian banjir; dan

e. prasarana air baku untuk air bersih;

a. WilayahSungai (WS);

b. Daerah AliranSungai (DAS);

c. Cekungan Air Tanah (CAT);

d. Daerah Irigasi (DI);
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27. DI Karangan Seberang ...

7. DI Bumi Etam;

8. Dr Bumi Jaya I;

9. DI Burni Jaya II;

10.DI Bumi Rapak;

11. Dr Bumi Sejahtera;

12. Dr Citra Manunggal Jaya;

13. Dr Dabeg;

14. Dr Danau Redan;

15. Dr Jabdan;

16. Dr Jukaya;

17. DI Kaliorang;

18. DI Kandolo I;

19. DI Kandolo II;

20. Dr Kandungan Jaya;

21. DI Karangan Dalam;

22. DI Karangan Ilir;

23. DI kebon Agung;

24. Dr Kelinjau Ilir;

25. Dr Kelinjau Hulu;

26. Dr Kerayaan;

Kabupaten, terdiri atas:

1. DI Benua Baru;

2. DI Bangun Jaya;

3. DI Batu Lepak;

4. DI Batu Redi;

5. Dr Bukit Harapan;

6. Dr Bukit Permata;

Pemerintahkewenanganyang menjadib. DI
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54. DI Sangkima ...

27. DI Karangan Seberang;

28. DI Long Nah;

29. DI Long Pejeng;

30. Dr Manubar;

31. DIMarukangan;

32. DIMuara Bengkal Ulu;

33. DI Makmur Jaya;

34. DrMaloy;

35. Dr Manunggal Jaya;

36. Dr Margo Mulyo;

37. DrMarthadinata;

38. DrMata Air;

39. DIMawai Indah;

40. DrMiau Baru;

41. Dr Muara Pantun;

42. DrMuara Wahau;

43. DrMukti Jaya;

44. DrMukti Lestari;

45. DrMukti Utama;

46. Dr Perupuk;

47. Dr Pulung Sari;

48. Dr Rantau Sentosa;

49. Dr Rantau Pulung;

50. DI Susuk Dalam;

51. Dr Susuk Luar;

52. Dr Sangatta Selatan;

53. DI Sangatta Utara;
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(7)Prasarana air baku ...

54.DISangkima;

55. DISegoyMakmur;

56.DI Selangkau;

57.DISepaso Barat;

58. DrSepaso Selatan I;

59. DISepaso Selatan II;

60. DI Singa Gembira;

61. DI Singa Geweh;

62. DISuka Damai;

63. DrSuka Maju;

64. DISuka Makmur;

65. DISuka Rahmat;

66. DISumber Agung;

67. DISumber Sari;

68. DISwarga Bara;

69. DrTadoan;

70. DITanjung Labu;

71. DITeluk Lingga;

72. DITepian Indah;

73. DrTepian langsat; dan

74. DITepian Makmur;

c. DI (jenis Rawa) yang menjadi kewenangan
Kabupaten, terdiri atas:

L DIRPeridan;

2. DIRRawa Indah Sangatta;

3. DIRSangkulirang;

4. DIRTanjung Secang; dan

5. DIRTeluk Pandan.
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c. penghijauan dan/ atau penanaman vegetasi yang
mampu menahan erosi pada lahan-lahan berlereng
dengan kategori agak curam, curam dan sangat
curam yang memiliki kemiringan mulai 25 persen
hingga lebih dari 40 persen;

d. Pembuatan rekayasa ...

b. pencegahan penebangan hutan di kawasan
pengunungan yang berdekatan dengan
permukiman;

(7) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)huruf eterdiri atas:
a. pengembangan sumber mata air, yaitu mata air

Sekerat eli Kecamatan Bengalon;

b. pengembangan sumber air sungai terdiri atas:
1. Sungai Kedang Kepala, melalui Kecamatan

Muara Bengkal dan Kecamatan Muara
Ancalong;

2. Sungai Telen,melalui Kecamatan Telen;
3. Sungai Atan,melalui Kecamatan Busang;
4. Sungai Wahau, melalui Kecamatan Muara

Wahau dan Kecamatan Kongbeng;
5. Sungai Sangatta dan Sungai Panyamukan,

melalui Kecamatan Sangatta; dan
6. Sungai Bengalon,melalui Kecamatan Bengalon;
7. Sungai Karangan, melalui Kecamatan

Sangkulirang.
(8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)huruf f, yaitu tersebar di seluruh wilayah
kabupaten, dilakukan melalui:
a. penyesuaian dimensi saluran dengan luas areal

tangkapan dan pemanfaatan dataran banjir untuk
ruang terbuka hijau (RTH);
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a. pelestarian hutan lindung bakau yang ada
di sepanjang daerah pesisir pantai;

b. penanaman kembali atau reboisasi dan
pemeliharaan pohon bakau sekitar daerah pesisir
pantai yang telah mengalami penggundulan dan
berpotensi terkena abrasi;

c. pembangunan konstruksi pemecah ombak Iepas

pantai pada lokasi-lokasidengan gelombangair laut
yang relatifbesar;

d. pembuatan rekayasa teknik berupa pembangunan
tembok penyokong (talud) pada lokasi-Iokasi yang
dinilaimemilikikerawanan terhadap abrasi;

e. Pembangunan konstruksi ...

di KecamatanTelukPandan, Kota Sangatta, Kecamatan
Bengalon, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan

Sangkulirang, dan Kecamatan Sandaran, dilakukan
melalui:

pantai sebagaimana
huruf g yaitu

(9) Sistem pengamanan abrasi
dimaksud pada ayat (1)

f. pelandaian atau penyesuaian tingkat kecuraman
lerengpada Iokasi-lokasiyang dimungkinkan;

g. pembangunan bendungan pengendali banjir di Desa
Suka Rahmat KecamatanTelukPandan.

d. pembuatan rekayasa teknik berupa pembangunan

tembok penyokong (talud) pada lahan-Iahan
berlereng dengan kategori agak curam, curam dan

sangat curam yang memiliki kemiringan mulai
25 persen hingga lebih dari 40 persen;

e. pembangunan konstruksi penahan (tanggul)
sebagai pengaman pada lokasi-lokasi yang

diindikasi memilikikerawanan terjadinya erosi dan
longsor;dan
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(2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a, terdiri atas:
a. peningkatan pelayanan Tempat Pemrosesan Akhir

(TPA)di Rantau Pulung Kecamatan Rantau Pulung
dengan sistem sanitary landfill;

b. penyediaan Tempat Pengolahan Sementara Terpadu
(TPST)di Kota Sangatta, Sangkulirang diKecamatan
Sangkulirang, Muara Wahau di Kecamatan Muara
Wahau, dan Muara Bengkaldi Kecamatan Muara
Bengkal;

c. pengembangan pengelolaan sampah rumah tangga
dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui
pengurangan sampah dan penanganan sampah;

d. Pengurangan sampah '"

e. jalur evakuasi bencana.

d. sistemjaringan drainase; dan

c. sistem pengelolaan limbah;

b. sistemjaringan air minum;

(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12huruf d, terdiri atas:
a. sistem pengelolaanpersampahan;

Pasal16

Sistem Prasarana PengelolaanLingkungan

Paragraf 4

f. pembatasan pemanfaatan ruang untuk

pembangunan permukiman dan fasilitas umum
penting lainnya di daratan sepanjang daerah pesisir
pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik

pasang air laut tertinggikearah daratan.

e. pembangunan konstruksi penahan (tanggul) pada

lokasi-lokasi yang dinilai memiliki kerawanan
terhadap abrasi; dan
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(5)Sistemjaringan ...

a. pembangunan sistem pembuangan limbah domestik
komunal dan Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL)domestik di Kota Sangatta dan Sangkulirang
di Kecamatan Sangkulirang; dan

b. pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
(IPLT).

(4) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana maksud pada
ayat (1) huruf c, meliputi:

c. rencana sistem non perpipaan air minum tersebar
di seluruh desa.

f. Penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun
(B 3) mengacu pada Peraturan Perundang­
undangan yang terkait.

(3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. peningkatan dan pengembangan pelayanan
Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)eli Kota
Sangatta, Sangkulirang di Kecamatan
Sangkulirang, Muara Wahau di Kecamatan Muara
Wahau, dan Muara Bengkal di Kecamatan Muara
Bengkal;

b. peningkatan dan pengembangan pelayanan
jaringan perpipaan di pusat-pusat kegiatan lokal;
dan

d. pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada
huruf c, yaitu dengan menerapkan konsep 3 R
(reduce, reuse) recycle) meliputi kegiatan
pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang
sampah, dan/ atau pemanfaatan kembali sampah;

e. penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada
huruf c meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan

dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke
TPST;dan
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BAB IV ...

menuju dataran yang aman dan terdekat.

(6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, meliputi jalan setapak yang
menghubungkan antar kampung yang kemudian
diintegrasikan dengan jalan kolektor kabupaten

b. saluran sekunder, berupa saluran penghubung
saluran drainase jalan dengan saluran primer; dan

c. saluran tersier yang berupa saluran drainase yang
ada di sepanjang jalan utama Kota Sangatta dan
Kota Sangkulirang serta jalan kolektor primer dan
lokal primer lainnya yang tersebar di seluruh
kecamatan.

Kecamatanmelalui7. Sungai Karangan
Sangkulirang.

(5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d,terdiri atas:

a. saluran primer, berupa sungai-sungai yang menjadi

saluran buangan air permukaan akhir, terdiri atas:

1. Sungai Kedang Kepala, melalui Kecamatan
Muara Bengkal dan Kecamatan Muara
Ancalong;

2. Sungai Telen, melalui Kecamatan Telen;

3. Sungai Atan, melalui Kecamatan Busang;

4. Sungai Wahau , melalui Kecamatan Muara
Wahau dan Kecamatan Kongbeng;

5. Sungai Sangatta dan Kenyarnukan, melalui
Kecamatan Sangatta;

6. Sungai Bengalon, melalui Kecamatan Bengalon;
dan
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(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal18 huruf a, terdiri atas:

a. Kawasan hutan lindung ...

Paragraf 1

Kawasan YangMemberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal19

f. kawasan suaka alamo

e. kawasan konservasi; dan

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya;

b. kawasan perlindungan setempat;

c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, taman buru dan
cagar budaya;

d. kawasan lindung geologi(kawasan karst);

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1),terdiri atas:

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal18

(1) Rencana pola ruang wilayahmeliputi rencana kawasan
lindung dan kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal17

BABIV
RENCANAPOLARUANGWILAYAH

Bagian Kesatu
Umum
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b. Daratan sepanjang ...

(1) Kawasanperlindungan setempat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf b, yaitu ruang terbuka hijau
perkotaan, kawasan sempadan pantai, dan kawasan
sempadan sungai.

(2) Ruang Terbuka Hijau perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (I), terdapat di kawasan perkotaan kabupaten

seluas kurang lebih 2.100,06 Ha atau 30%.

(3) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1),dengan ketentuan:

a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal
100meter dari titik pasang air laut tertinggike arah
darat; atau

Pasal20

Paragraf 2

KawasanPerlindunganSetempat

c. kawasan lindunggambut;

(2) Kawasan hutanlindung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, tersebar di Kecamatan Bengalon,
Kecamatan Busang, Kecamatan Karangan, Kecamatan

Muara Wahau, Kecamatan Sandaran, dan Kecamatan
TelukPandan dengan luas kurang lebih327.825,87ha.

(3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) huruf b, meliputi Kecamatan Bengalon, Kecamatan
Kaubun, dan KecamatanTelenkurang lebih852,84ha.

(4) Kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, yaitu Kecamatan Muara Ancalong
dengan luas kurang lebih24.175,86 ha.

b. kawasan resapan air;

a. kawasan hutan lindung;dan
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(3) Kawasan Taman Nasional ...

Pasal21

(1) Kawasan suaka alam dan pelestarian alam dimaksud

dalam Pasal 18 huruf e, terdiri atas:

a. kawasan konservasi mangrove;

b. taman nasional; dan

e. kawasan eagar alamo

(2) Kawasan Konservasi Mangrove sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, meliputi beberapa wilayah

Kecamatan di pesisir pantai seluas kurang

lebih12.218,S2 ha.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Taman Buru dan

eagar Budaya

(5) Kawasan sekitar mata air adalah kawasan tertentu

di sekitar mata air yang mempunyai manfaat penting

untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk

melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat

merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan

sekitarnya. Sekurang-kurangnya ditetapkan jari-jari 200

meter dari sekeliling mata air, kecuali untuk

kepentingan umum.

b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan

kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan

jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik

pantai.

(4) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), berupa sempadan berjarak 5 meter dari kaki

tanggul sebelah luar pada sungai bertanggul, 100 meter

dari tepi pada sungai besar tidak bertanggul, dan

50 meter dari tepi pada sungai tidak bertanggul di luar

kawasan permukiman.
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Bagian Ketiga...

Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 huruf f, merupakan kawasan Suaka Alam Kabupaten
dengan Iuas kurang lebih194.726,64 ha.

Pasal24

Paragraf 6

KawasanSuaka Alam

Pasal23
KawasanKonservasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf e, merupakan kawasan konservasi laut di Pulau
Birah-birahan dengan luas kurang Iebih 33,88 ha.

Paragraf 5
KawasanKonservasi

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf d, yaitu kawasan lindung karstdi Keeamatan
Karangan, Keeamatan Bengalon, Keeamatan Kongbeng,
Keeamatan Kaliorang, Keeamatan Sangkulirangdan
Keeamatan Sandaran dengan luas kurang lebih149.225,47
ha.

Pasal22

Paragraf 4
KawasanLindungGeologi

(4) Kawasan eagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e, yaitu eagar Alam Muara Kaman
Sedulang,meliputi Keeamatan Muara Bengkal dan

Keeamatan Muara Anealong dengan luaskurang lebih
44.963,55ha.

(3) Kawasan Taman Nasional sebagairnana dimaksud pada

ayat (1)huruf b, yaitu Taman Nasinal Kutai yang berada
di Keeamatan Sangatta Selatan dan Keeamatan Teluk

Pandan dengan luas kurang lebih143.265,13ha.
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(3)Kawasan peruntukan ...

lebih492.814,79 ha.

Kecamatan Telen,dan
dengan luas kurang

Muara Wahau,
Muara Ancalong

Kecamatan
Kecamatan

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas:
a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan

b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap.

(2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
Kecamatan BengaIon, Kecamatan Busang, Kecamatan
Karangan, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Kongbeng,

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal26

g. kawasan peruntukan pariwisata;

h. kawasan peruntukan lainnya; dan

1. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (1), terdiri atas:
a. kawasan peruntukan hutan produksi;

b. kawasan peruntukan industri;

c. kawasan pertanian;

d. kawasan pennukiman;

e. kawasan budidaya laut;

f. tubuh air;

Bagian Ketiga
KawasanBudidaya

Pasal25
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Paragraf 3 ...

(1) Kawasan industri sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal
25 huruf b, direncanakan di Kecamatan Bengalon seluas
kurang lebih 6.042,89 ha, Kecamatan Kaliorang seluas
kurang lebih 2.607,59 ha, Kecamatan Kongbengseluas
kurang lebih 6.187,98 ha, Kecarnatan Muara Wahau
seluas kurang lebih 49,15 ha, dan Kecarnatan
Sangkulirang seluas kurang lebih 3.623,53 ha.

(2) Kawasan Industri sebagairnana dimaksud dalam pasal
25 huruf b, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Maloy
Batuta Trans Kalimantan seluas kurang lebih 557,34 ha,
dan termasuk dalam luasan Kawasan Industri
di Kecamatan Kaliorang sebagairnana dimaksud pada
pasal 27 ayat 1.

(3) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalarn pasal
25 huruf b, juga terdapat di bagian wilayah hulu
Kabupaten Kutai Timur, yaitu kawasan industri
pengolahan batubara dengan sarana dan prasarana
pendukungnya direncanakan di Kecamatan Kongbeng

seluas kurang lebih 2.071,31 ha.

Pasal 27

Paragraf2
Kawasan Peruntukan lndustri

(3) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagairnana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kecamatan
Teluk Pandan, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Rantau
Pulung, Kecamatan Kaubun, Kecarnatan Sangkulirang,

Kecamatan Sandaran, Kecamatan Karangan, Kecamatan

Kongbeng,Kecarnatan Muara Wahau, Kecamatan Telen,
Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Batu Ampar,

Kecarnatan Busang, Kecamatan Muara Ancalong, dan
Kecarnatan Muara Bengkal dengan luas kurang
lebih540.841,50 ha.
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a. Kawasan peruntukan ...

Pasal29

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 huruf dterdiri atas:

Paragraf 4

Kawasan Permukiman

Karangan, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara

Wahau, Kecamatan Telen, Kecamatan Long Mesangat,

Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Busang, Kecamatan

Muara Ancalong, dan Kecamatan Muara Bengkal dengan

luas kurang lebih1.117.760,96 ha.

(3) Kawasan pertanian pangan sebagaimana dirnaksud pada

ayat (1) huruf b, merupakanlahan pertanian pangan

yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai

Timur seluas kurang lebih138.344,38 ha; dan

(4) Kawasan petemakansebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, merupakan lahan petemakan skala besar

yang berada di Kecamatan Sandaran, Kecamatan Muara

Ancalongdan Kecamatan Karangan seluas kurang lebih

10.497,59 ha.

Kecamatan

Kecamatan

Kaubun,

Sandaran,

Kaliorang, Kecamatan

Sangkulirang, Kecamatan

(2) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, merupakan komoditas sawit tersebar

di 16 Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur yang

meliputi Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan

Bengalon, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan

b. kawasan pertanian pangan;dan

c. kawasan petemakan.

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 huruf c, terdiri atas:

a. kawasan perkebunan;

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal28
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Paragraf6 ...

Kawasan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 huruf e, direncanakan dan dikembangkan berada
di perairan laut Kecamatan Sangatta Selatan berupa
budidaya perikanan tangkap laut dan budidaya rumput
laut.

Paragraf 5
Kawasan Budidaya Laut

Pasal30

(3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu di Kecamatan
Sangatta Utara dengan luas kurang lebih13.979,91 ha,
Kecamatan Kongbengdengan luas kurang lebih2.294,52

ha, Kecamatan Long Mesangat dengan luas kurang
lebih26,40 ha, Kecamatan Muara Bengkal dengan luas
kurang lebih6.624,33 ha, Kecamatan Muara Wahau
dengan luas kurang lebih 3.760,72 ha, Kecamatan
Sangkulirang dengan luas kurang lebih 2.237,50 ha,
serta diKecamatan Sangatta Selatan dengan luas kurang
lebih1.750,68 ha.

a. kawasan peruntukan permukiman perdesaan; dan

b. kawasan peruntukan permukiman perkotaan.

(2) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi Kecamatan
Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Selatan,

Kecamatan Bengalon, Kecamatan Rantau Pulung,
KecamatanKaliorang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan
Sangkulirang, Kecamatan Sandaran, Kecamatan

Karangan, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara
Wahau, Kecamatan Telen, Kecamatan Long Mesangat,
Kecamatan Batu Ampar,Kecamatan Busang, Kecamatan
Muara Ancalong, Kecamatan Teluk Pandan dan
Kecamatan Muara Bengkal seluas kurang
lebih59.206,55 ha.
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Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 25 huruf h, yaitu kawasan pertahanan dan
keamanan negara, fasilitas umum serta fasilitas khusus
terdiri atas:
a. Kodim0909/Sangatta di Kecamatan Sangatta Utara;

b. Polres Kabupaten ...

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal33

(2)Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Desa suku Dayak
Wehea di Kecamatan Muara Wahau.

(3)Kawasan peruntukan pariwisata pantai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan
Kecamatan Bengalon seluas lebih kurang 230,33 hadan
Kecamatan Sangatta Selatan seluas lebih kurang 51,37
ha.

b. kawasan peruntukan pariwisata pantai.

(1)Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud

dalarn Pasal 25 huruf g, terdiri atas:
a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan

Pasal 32

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Tubuh air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f,
merupakan bentuk-bentuk tubuh perairan darat dan
pemanfaatannya direncanakan dart/ ataudilestarikan
di wilayah Kabupaten Kutai Timur seluas kurang lebih
24.331,51 ha.

Paragraf 6

Tubuh Air

Pasal31
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(2)Pulau-pulau kecil ...

(1) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, meliputi seluruh
kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 9
Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal35

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian
komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari
badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan
penataan ruang di kabupaten.

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
ZonasiPeraturanUmummelanggarKetentuan

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33dapat
dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi
kawasan yang bersangkutan dan tidak

Pasal34

1. fasilitas perdagangan dan jasa;dan

j. fasilitas infrastruktur perhubungan.

e. area latihan gabungan TNIdi Kecamatan Bengalon;

f. fasilitas pendidikan;

g. fasilitas kesehatan;

h. fasilitas peribadatan;

d. Polsek di tiap kecamatan di wilayah Kabupaten

Kutai Timur;

b. Polres Kabupaten Kutai Timur di Kota Sangata;

c. Koramil di tiap kecamatan di wilayah Kabupaten

Kutai Timur;
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(3) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yang terdapat di KecamatanSangkulirang, terdiri atas:

a. pulau MiangBesar, dengan luas 722,2 ha;

b. pulau MiangKecil,dengan luas 83,01 ba;

c. pulau Rinding,dengan luas 137,34ha;

d. pulau Serai, dengan luas 6,22 ha;

e. pulau Sanumpak, dengan luas 475,8 ba;

f. pulau Bajau, dengan luas 5,53 ha;

g. pulau Hantu, dengan luas 24 ba;

h. pulau Jopang, dengan luas 175,23ha;

i. pulau Sangkuang, dengan luas 1.754,58ha;

J. pulau Tobo1, dengan luas 0,26 ha;

k. pulau Tobo2, dengan luas 0,78 ha;

1. pulau Peti, dengan luas 10,96ha;

m. pulau Panjang 1,dengan luas 828,28 ba;

n. pulau Panjang 2, dengan luas 67 ha;

o. pulau Rapak 1, dengan luas 36,72 ha;

p. pulau Tukung, dengan luas 21,45 ha;

q. pulau Mandu, dengan luas 201,4 ha

r. pulau Rapak 2, dengan luas 457,03 ha;

s. Pulau Tempurung,dengan luas 0,23 ha; dan

t. Pulau Pamantauan, dengan luas 23,6 ha;

(4) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang terdapat di KecamatanSandaran, terdiri atas:

a. pulau Belidan,dengan luas 8,87 ha;
b. pulau Jorong 2 Selatan, dengan luas 25,49 ha; dan
c. pulau Labuan Pinang,dengan luas 4,66 ha;
d. pulau Jorong 2 Utara, dengan luas 5,65 ha;
e. pulau Sitoddo,dengan luas 24,6 ha;
f. pulau Sitebak, dengan luas 3,34 ha;
g. pulau Panjang, dengan luas 72,81 ha;

h. Pulau birabirahan ...

(2) Pulau-pulau kecil sebagairoana dimaksud pada ayat

(1), meliputi Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan
Sandaran.

46



Pasal38 ...

a. KawasanStrategis Nasional;

b. KawasanStrategis Provinsi;dan

c. KawasanStrategis Kabupaten.

(2)Reneana kawasan strategis digambarkan ke dalam peta
dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana
tereantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(1)Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Kutai Timur,
terdiri atas:

Pasal37

BABV

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Outlinemerupakan suatu kawasan dengan pereneanaan
peruntukan ruang sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur, hanya saja dapat dimanfaatkan ruangnya
setelah adanya keputusanjketetapan Kementerian
Kehutanan tentang perubahan peruntukan kawasan hutan
menjadi kawasan bukan hutandarr/ ataupun perubahan
fungsi kawasan hutan. Outline di dalam RTRWKabupaten
Kutai Timur tahun 2015-2035 terindikasi seluas kurang
lebih 382.362,70 ha.

BagianKeempat

Outline
Pasa136

h. pulau Birabirahan, dengan luas 16,62ha; dan
1. pulau Labuan Bilik,dengan luas 1,12ha.

(5) Setiap upaya pengembangan dan pemanfaatan ruang

kawasan pesisir dan pulau-pulau keeil mengikuti

ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang

berlaku.
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b. KawasanAgropolitan...

(1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37ayat (1)huruf b, yaitu kawasan strategis
dari sudut kepentingan ekonomi.

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),terdiri atas:

a. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)

Maloy,rneliputi Kecamatan Sangkulirang dan

Kecamatan Kaliorang;dan

Pasa140

Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38ayat (1) huruf a, Yaitu Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK)Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)seluas 557,
34 Ha di Kecamatan Kaliorang(PPNo.85Tahun 2014) serta
kawasan perbatasan darat RI dan Jantung Kalimantan
(Heart of Borneo), meliputi Kecamatan Muara Wahau,
KecamatanTelen, dan Kecamatan Busang.

Pasal39

(2) Kawasan Andalan Laut Bontang, Tarakan, Nunukan

dan sekitarnya dengan sektor perikanan,
pertambangan, dan pariwisata.

Penetapan Kawasan Andalan dan Kawasan Strategis yang

ada di Kabupaten KutaiTimur, terdiri atas:

(1) Kawasan Andalan Sangkulirang, Sangatta, Muara

Wahau (SASAMAWA)dengan sektor unggulan industri,
perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan,
perikanan laut, dan pariwisata; dan

Pasal38
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(2)Rencana Rinci ...

(1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kutai Timur disusun Rencana Rind Tata
Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kabupaten
Kutai Timur.

Pasal42

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan
daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, yaitu kawasan lindung geologi
di Kecamatan Sandaran, Kecamatan Karangan,
KecamatanKaliorang, Kecamatan Kaubun,
KecamatanSangkulirang dan Kecamatan Bengalon.

a. kawasan Ekonomi Berbasis Industri di Kecamatan
Bengalon,Kaliorangdan Sangkulirang; dan

h. kawasan FoodEstate di Kecamatan Muara Ancalong,
Kecamatan Busang, Kecamatan Long Mesangat,
Kecamatan Telen, dan Kecamatan Muara Wahau.

h. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan
daya dukung lingkungan.

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

atas:

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

dan

(1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37ayat (1)huruf c, terdiri atas:

Pasal 41

h. Kawasan Agropolitan Regional, meliputi Kecamatan
Muara Wahau, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan
Telen, Kecamatan Busang, Kecamatan Muara

Ancalong, Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan
LongMesangat, dan Kecamatan Batu Ampar.

49



BAB VII ...

(5) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan
kerja sama pendanaan.

(6) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur
dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan
program pemanfaatan ruang beserta perkiraan
pendanaannya.

(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang

disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan.

(4) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program
utama lima tahunan yang ditetapkan dalam LampiranV,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dati
Peraturan Daerah ini.

(1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur

berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola
ruang.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATANRUANG

Pasal43

(2) Rencana Rind Tata Ruang Kawasan Strategis dan

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kabupaten Kutai

Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
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(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem
prasarana wilayah, terdiri atas:

1. kawasan sekitar prasarana transportasi;

2. kawasan sekitar prasarana sumberdaya air;

3. kawasan sekitar prasarana energi; dan

4. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan

5. Kawasan sekitar ...

(1) Ketentuan urnurn peraturan zonasi sistern Kabupaten
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 44 ayat (2) huruf
a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah
dalam menyusun peraturan zonasi.

Bagian Kedua
Ketentuan UmumPeraturan Zonasi

Pasa145

b. ketentuan perizinan;

c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan

d. arahan sanksi.

a. ketentuan umum peraturan zonasi;

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

12) Araban pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),terdiri atas:

11) Araban pengendalian ruang wilayah

pelaksanaan
pemanfaatan

acuan dalarnsebagaidigunakan

Pasa144

BagianKesatu

Umum

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
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c. lzinMendirikanBangunan ...

b. izin lokasi;

c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;

a. izin prinsip;

[1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1), terdiri
atas:

Pasal47

(2) lzin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut
prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 44 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi
pejabat yang berwenang dalam pemberian izin
pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan
pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
ini.

Pasal46

BagianKetiga
Ketentuan Perizinan

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

lindung;dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi

daya.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi.

prasarana transportasi,

keselamatan operasi

5. kawasan sekitar

mencakup kawasan

penerbangan (KKOP).
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PasalSO ...

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh
pemerintah daerah kepada masyarakat.

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif
dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal49

(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang
yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi
keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44ayat (2) huruf c, merupakan
acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian
insentif dan pengenaan disinsentif.

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai
dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang,
dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur
dalarn Peraturan Daerah ini.

Pasal48

BagianKeempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

d. IzinMendirikanBangunan; dan

e. izin lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang­

undangan.

(2) Mekanismeperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e
diatur lebib lanjut dengan Peraturan Bupati.
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BagianKelima...

(2) Ketentuan detail tentang pengenaan disinsentif akan
dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

e. pengenaan kompensasi dan penalti.

d. pencabutan HAT;dan

c. tidak diberikan dukungan prasarana dan sarana;

b. pembatasan perizinan;

(1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal49ayat (1), terdiri
atas:
a. retribusi yang tinggi;

Pasal 51

f. kemudahan dalam pemberian tanda bukti Hak Atas
Tanah (HAT);dan/atau

g. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan

ruang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

e. penghargaan;

d. penyedia prasarana dan sarana;

c. sewa ruang dan urun saham;

b. imbalan;

atas:

a. pengurangan retribusi;

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal49ayat (1), terdiri

Pasal50
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a. Peringatan tertulis ...

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 52 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e,
huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif
berupa:

Pasal 53

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44
ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah

daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada
pelanggar pemanfaatan ruang.

(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana struktur ruang dan pola ruang;

b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;

c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang
yang diterbitkan berdasarkan RTRWKabupaten;

d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan
RTRWKabupaten;

e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam
persyaratan izm pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan RTRWKabupaten;

f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses
terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang­

undangan dinyatakan sebagai milik umum;
danjatau

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh
dengan prosedur yang tidak benar.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal52
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1.1)Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan
penataan ruang dan kerjasama antar sektor/ daerah
bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi
Penataan RuangDaerah.

(2)Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Keputusan Bupati.

(3)Ketentuan lebih lanjut ...

Pasal54

BAB VIII

KELEMBAGAAN

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;
g. pembongkaranbangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/ atau
1. denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pembongkaran bangunan;

f. pemulihan fungsi ruang; dan/ atau
g. denda administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.
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Dalamkegiatan pemanfaatan ruang, setiap orangwajib:

a. Mentaatirencana ...

BagianKedua

KewajibanMasyarakat

Pasal56

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang
terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang di wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang kepada pejabat berwenang;dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah

danZatau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
menimbulkan kerugian.

BABIX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

BagianKesatu

HakMasyarakat

PasaI55

DaIam kegiatanmewujudkan pemanfaatan ruang wilayah,
masyarakat berhak:

a. mengetahui rencana tata ruang;

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat
penataan ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang
timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang
sesuai dengan rencana tata ruang;

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan

ruang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 59 ...

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah

dilakukan antara lain melalui:

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;

b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal58

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan

ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

dilaksanakan dengan rnematuhi dan menerapkan

kriteria, kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang

ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang­

undangan.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan

rnasyarakat secara turun temurun dapat diterapkan

sepanjang rnemperhatikan faktor-faktor daya dukung

lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur

pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan

ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal57

ruang dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan

izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh

ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan

sebagai milik umurn.

a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan
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e. Kegiatanmenjaga ...

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan
kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah
ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam
pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan
ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan
lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

danjatau sesama unsur rnasyarakat dalam pemanfaatan
ruang;

ruang
dapat

Sentuk peran rnasyarakat dalam pemanfaatan
sebagairnana dimaksud dalam Pasal58huruf b,
berupa:

a. rnasukan mengenaikebijakanpemanfaatan ruang;

b. kerja sarna dengan Pemerintah, pemerintah daerah,

Pasal60

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; danjatau

5. penetapan rencana tata ruang.

b. rnelakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah
daerah danj atau sesama unsur masyarakat dalam
perencanaan tata ruang.

3. pengidentifikasianpotensi dan masalah wilayahatau
kawasan;

Sentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasa158 huruf a, dapat

berupa:

a. mernberikanrnasukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;

2. penentuan arah pengernbangan wilayah atau

kawasan;

Pasal 59
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Pasal63 ...

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat
disampaikan seeara langsung dan/ atau tertulis.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat disampaikan kepada Bupati.

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang
ditunjuk olehBupati.

Pasa162

e. pelaksanaan reneana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. pelaporan kepada instansi danIatau pejabat yang
berwenang dalam hal menemukan dugaan
penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan
ruang yang melanggar reneana tata ruang yang telah
ditetapkan; dan

e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang
berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak
sesuai dengan reneana tata ruang.

b. keikutsertaan dalammemantau dan mengawasi;

a. masukan terkait arahan danIatau peraturan zonasi,
perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta
pengenaan sanksi;

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalianpemanfaatan
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c,
dapat berupa:

Pasal61

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan
keamanan serta memelihara dan meningkatkan
kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya

alam; dan
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BAB XI ...

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang
berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/ atau
perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan
dengan Peraturan Perundang-undangan, Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat ditinjau
kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima)tahun.

(3) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh
Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten
yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat
Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta
disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan
berdasarkan hasil kesepakatan MenteriKehutanan.

Pasa165

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten
Kutai Timur adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat
ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima)tahun.

BABX

KETENTUANLAIN

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan
ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal64

Dalamrangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah
daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi

penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat.

Pasal63
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(3) Penyidik Pegawai ...

e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang

diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta

melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap

bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat

dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam

bidang penataan ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam

bidang penataan ruang.

c. melakukan keterangan dan bahan bukti dari orang

sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam

bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen

yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang

penataan ruang;

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan

atau keterangan yang berkenaan dengan tindak

pidana dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga

melakukan tindak pidana dalam bidang penataan

ruang;

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

instan si pemerin tab yang lingku p tugas dan tanggung

jawabnya eli bidang penataan ruang diberi wewenang

khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat

penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat( 1)berwenang:

Pasal66

BABXI

PENYIDlKAN
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(2)Dengan ...

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua
peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan
ruang daerah yang telab ada dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah
ini.

Pasal68

BAB xm
KETENTUANPERALIHAN

Selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52, setiap orang yang melanggar
ketentuan Pasal 52 juga dapat dikenakan Sanksi Pidana
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

BAB XII

KETENTUANPIDANA
Pasal67

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyampaikan basil penyidikan kepada
penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian
NegaraRepublik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik PegawaiNegeriSipil dan
tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana

dimaksudpada ayat (2) memerlukan tindakan
penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri
sipil rnelakukan koordinasi dengan pejabat penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memberitabukan dimulainya penyidikan
kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
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Pasa169 ...

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,
dilakukan penyesuaian dengan masa transisi

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan;

3. untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan

sebelum penetapan RTRWKabupaten Kutai Timur
dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh
sesuai dengan Prosedur yang benar, kepada
pemegang izin diberikan pergantian yang layak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan
tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(2)Denganberlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan
telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini

dinyatakan tetap berlaku;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi
tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini

berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya,
izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan
berdasarkan Peraturan Daerah ini;
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(7)Masyarakat ...

(6)Mekanismepengaturan ayat (4)dan ayat (5)secara lebih
rinci akan diatur dalam Peraturan Gubemur.

b. izin pemanfaatan pertambangan yang tidak sesuai
dengan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b yang sudah dilaksanakan
eksploitasinya, tidak dapat diperpanjang setelah
habis masa berlakunya dan dikembalikan sesuai
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan
Daerah ini.

a. izin pemanfaatan pertambangan yang tidak sesuai
dengan Peraturan Daerah ini sebagaimanadimaksud
pada ayat (2) huruf b yang belum dilaksanakan
ekploitasinya, harus dikembalikan sesuai dengan
fungsikawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

(3)Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk
mendapatkan izinyang diperlukan;

(4)Izin pemanfaatan pertambangan yang telah dikeluarkan
dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini

tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

(5)Izinpemanfaatan pertambangan yang telah di keluarkan
tetap tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah
ini, berlaku ketentuan:

(2)Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin

dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah

lni, akan ditertibkan dan disesuaikan

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua
peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan
ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah

ini.

Pasal69
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H. ARDIANSYAHSULAlMAN
~'--

BUPATIKUTAITIMUR,

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Jan ua r i 201 6

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai TimUT.

orang mengetahuinya, memerintahkan
ini denganDaerahPeraturan

Agar setiap
pengundangan

Peraturan Daerah irn mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal 71

BAB XIV
KETENTUANPENUTUP

darr/ ataupun kawasan lindung sesuai dengan
SK.718/Menhut-II/2014, sebagai suatu peruntukan
areal/zona tunda (Holding Zone).

(8) Mekanisme kebijakan Outline dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengenai
perencanaan peruntukan ruang sebagai kawasan
budidaya non kehu tanan di dalam kawasan hutan

(7)Masyarakat yang telah tinggal di Kawasan Lindung,

sebelum di tetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat

tetap tinggal di kawasan tersebut sepanjang mematuhi
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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